BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.305, 2009 DEPARTEMEN PERTANIAN. Kriteria. Pengawasan.
Pembinaan. Pertanian.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 41/Permentan/OT.140/9/2009
TENTANG
KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 66 Peraturan
Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, perlu menetapkan Kriteria Teknis Kawasan
Peruntukan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);
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10.

11.

12.

Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tantang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasiona (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Wilayah  Geografis Penghasil  Produk
Perkebunan Spesifik Lokas (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4997);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu,

Peraturan Presden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisas dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik
Indonesia;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/K pts/OT.140/7/2005
tentang Organisas dan Tata Kerja Departemen Pertanian
juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan
/OT.140/2/2007;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor
12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN
PERTANIAN.

Pasal 1

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian seperti tercantum pada
Lampiran sebagal bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
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Pasal 2

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, dimaksudkan sebaga dasar dalam pelaksanaan rekomendasi kawasan
peruntukan pertanian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provins,
Kabupaten/Kota, dan Rencana Detall Tata Ruang Kabupaten/Kota oleh
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan  Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, serta bagi pemangku kepentingan yang akan menggunakan
peruntukan kawasan pertanian.

Pasal 3

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan penetapan kawasan
peruntukan pertanian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Rencana Detaill Tata Ruang Kabupaten/Kota serta
pemangku kepentingan yang akan menggunakan peruntukan kawasan
pertanian.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 16 September 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 17 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :41/Permentan/OT.140/9/2009
TANGGAL : 16 September 2009

KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

|. PENDAHULUAN

11

Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang,
kawasan pertanian termasuk ke dalam kawasan budidaya yaitu kawasan yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diamanatkan tentang
penyusunan Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Kawasan peruntukan
pertanian meliputi kawasan yang mencakup kawasan budidaya tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan
dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis
mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan
pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan
berkelanjutan.

Manfaat penetapan kriteria peruntukan kawasan pertanian untuk:

a. meningkatkan daya dukung lahan baik kawasan pertanian yang telah ada
maupun melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pendayagunaan investasi.

b. meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub
sektor yang berkelanjutan.

c. meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian
dan mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar
ketersediaan lahan tetap berkelanjutan;

d. memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan
penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian.

e. mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir dan/atau
mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, dan meningkatkan
ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.

f. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah,
melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan sebagai
kawasan agropolitan dan agrowisata;
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Maksud dan Tujuan
1) Maksud

Kriteria teknis peruntukan kawasan pertanian dimaksudkan sebagai dasar
dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang peruntukan
pertanian oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

2) Tujuan

Kriteria  teknis kawasan peruntukan pertanian  bertujuan  untuk
mengembangkan kawasan pertanian sesuai dengan tingkat ketersediaan air,
mempertahankan kawasan pertanian secara berkelanjutan, dan mendukung
ketahan pangan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan
budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya
hortikultura dan kawasan budidaya perternakan.

Pengertian-Pengertian

Dalam kriteria ini yang dimaksud dengan :

1.

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan
memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan
dan peternakan;

. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan

fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor-faktor yang mempengaruhi
penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang
terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian;

Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan
sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal,
teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi
kebutuhan manusia secara lebih baik;

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi
budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat,
efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah
administrasi.

Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi,
rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan
kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk
pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur
maupun tumpang sari.



